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TENTANG 

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS 

PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BULELENG 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BULELENG, 

 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan asas penyelenggaraan  pemerintahan yang 

baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban 

berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu 

menunjuk petugas khusus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga untuk dapat dipertanggungjawabkan tugas-tugas 

pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Dinas tentang Penujukan Petugas Pelayanan Khusus pada Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. 

Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia 6409); 

2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor 486); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5871); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 

9. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7011); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 615); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 

Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi 

Bali: (11, 65 / 2025), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Nomor 11);   

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2026 Nomor 12); 

17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2025 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 44); 

18. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng 






